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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH 

DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH 

DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 42 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja 

Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan 

Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah 

dengan Lembaga di Luar Negeri; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5202); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6219);  

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA 

CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH 

DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH 

DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 

6. Gubernur adalah Kepala Daerah provinsi sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang 

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom provinsi. 

7. Bupati/Wali Kota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 

Kabupaten/Kota. 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
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10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah 

dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga 

dan/atau antara daerah dengan lembaga atau 

Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik 

serta saling menguntungkan. 

11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar 

Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha 

bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah 

Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

percepatan pemenuhan pelayanan publik.  

12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang 

dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri 

dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan 

pelayanan publik.  

13. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan 

yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan 

Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah 

dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja 

sama.  

14. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah 

kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis 

yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri. 

15. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang 

lazim disebut dengan Letter of Intent (LoI) atau nama 

lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan 

kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat 

secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal 

untuk terjadinya kerja sama. 

16. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar 

negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar 
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Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of 

Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi 

kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para 

pihak selama periode kerja sama.  

17. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi 

baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk 

lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk 

meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk 

dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.  

18. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim 

perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

19. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah 

memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar 

negeri, oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintahan 

non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB II  

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI 

LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN 

LEMBAGA DI LUAR NEGERI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2  

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh 

Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang bertindak untuk dan 

atas nama daerah. 

 

Pasal 3  

Objek dan persyaratan KSDPL dan KSDLL diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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